PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR : 07 towon 2020
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

b.

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 242 avat (1]
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentzng
Pemerintahan Daerah, bahwa Rancangan Peratural
Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah
disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakal
Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penvusur an
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 oleh Pemerintah Daerah dnyadikan
pedoman agar Anggaran Pendapatan dan Belanis
Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan
dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturai
perundang-undangan yang lebih tinggi:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarain
2021.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawes
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19549
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubhi
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajanx
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republis
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan




(W)}
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10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 treniong

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor (2 fabun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembrara

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomaor o/
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:
Nomaor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang He.
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (LemiGaran

Megara Republik Indonesia Tahuo 1997 Nomor

~#

]

'

Tamhbahan Lembaran Negara Repubbik indonese

Nomor 3688! sebagaimana telah dwibah  dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tertoow

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tuh
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1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tenab oav
Bangunan (Lemberan Negara Republik inderess
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negeso

Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 199 tenong
Penyelenggaraan Negara Yang Bersith dan Bebas Josi:
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Le mbamn Nt
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamoanan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355 1

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 temane
Keunangan Negara {Lembaran Negsra Repuobl

Indonesia Tahun 2003 Nomoer 47, Tamba =
Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 42500

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 reniang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubn

indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaian

Negara Republik Indonesia Nomor 43554,
Undang-Undang Nomor 15 T
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung  Jaoad
Keuangan Negara {Lembaran Neg:
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, ‘!ﬁax':z'l'é'.'}.;ﬁ" 4
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44060

‘\,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terniuie

Tahun 20 tenne

'
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i

)

Sistem Perencanaan Pembangunan M S
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2t
[N

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4421};

K(\"“\E_‘.')L.r:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 renian
Perimbangan Keuangan Antara Pemeriiitah Pusat dar

Pemerintahan Daerah (Lembaran Nhegara E‘%t‘”uiei??:

Indonesia Tahun 2004  Nomor 20 Tambu
Lembararn Negara Republik Indenesia Nm}mr SE N

Undang-Undang Nomor 28 Tabhun 2004 tentang “apon
Daerah dan Retribust Daerabh (Lembaran ?‘uf*s’;«t.‘rs

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3
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12.

13.

i4.

16.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undarngea
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhh
Iindonesia Nomor 5234} sebagaimana telah dinbal
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tabun 201%
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor o
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambabar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63985,
Undang-Undang Neomor 23 Tahun 20134 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kepubblb
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambabun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35H8.
sebagaimana telah diubah beberapa kali terak-w
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2035
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Xepubhh
Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun JU00
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerab Day
Wakil Kepala Daerah { Lembaran Negara Repubhhk
indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4428}
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ientang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Ui
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurn 200>
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negpara Repubhiv
indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah dibar
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun J0by
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nome
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara  Kepubisk
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambabha
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 5350,

T

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ientane

Dana  Perimbangan {Lembaran Negarvae Republin
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahu:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor #4207 o

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahunr 2005 rentzng
Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik indonesia  Tahun 200> Nomor 3%
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis




17.

15.

20.

21

22,

Nomor 4576), sebagaimana telah divbah dengan
Paraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5%
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Neguars
Republik indonesia Nomor 5153j;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentanye
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standa!
Pelayanan Minimal {Lembaran WNegara Repubk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4585

. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 emans

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2000
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repulihk
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepade
Pemerintah, Laporan heterargain
Pertanggungjawaban Kepala Daerah hepada Dewan
Perwakilan Rakyvat Daerah, dan Informasi Laporan
Penvelenggaraan Pemerintah Daevah hepuds
Masvarakat (Lembaran Negara Republik Indoness
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negais
Republik Indonesia Nomor 4693);

Pergturan Pemerintal Momor 5 Tahun 2009 fentany
Bantuan Keuangan Parta: Politik (Lembaran Newgai.s
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambalhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44,7
sebagaimana telah diubah beberapa kal terakby
dengan Peraturan Pemenintab Nomor | Tahun 200~
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemeriniahb
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201U tentang
Standar Akuntansi Pemevintahan {Lembaran NMegsss
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Repubik indonese
Nomor 5165};

Peraturan Pemerintah Momor 30 Tahurn 2011 teniany
Pinjaman Daerah (Lemibaran Negara Repubis
indonesia Tahun 2011 Nomor 5%, Tambana:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 1491

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 temang

Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik indunesie
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lemibaran Negaow
Republik Indonesia Nomor 5272});




27.

28.

. Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahur 2017 teniang

Pembinaan  dan Pengawasan Penvelenggaran
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Nomor 604 1};

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahurn 2007 1entany

Hak Keuangan dan Admimtrat! Paopanan s
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lemixaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20317 bomaos
106, Tambahan Lembaran Negara Republik indones:
Nomor 6057);

. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahur 2018 tentarg

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Setmpga
Wakil Pemerintah Pusat {Lembaran Negara Repubil
Indonesia Tahun 2018 Nomor 10%, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 2724

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahurn 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negovs
Republik indonesia Tanhun 2019 Nomor 42, Tambanar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Menteri Dalam Negerr Nomor 1.3 Tahus
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuvanpa:
Daerah, sebagaimana telah diubah bDeberapa hkal
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan hedus A
Peraturan Menterli Dalam Negeri Nomor '3 Tabioo
2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Liacrah

. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 16 Takhoo

2007  tentang Tata Cara FEvaluasi Rancangs:
Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan can
Relanja Daerah dan Rancangan Peraturan ke
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatai
dan Belanja Daerah sebagaimana telalr  dinibsab
dengan Peraturan Menteri Dalam Negern Nomer Go
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peratuoan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Tata Cara BEvaluasi Rancangan Peraturan UDaesvah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belania Daevab
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentany
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belarya Dacvsh
Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2011 Nonon
525);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Taboon

2011 tentang Pedoman Pemberian ritbah  dao
Bantuan Sosial vang Bersumber Uarn Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana el
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Mentteri Dalam Negeri Nomor 899 Tahun 2019 tensang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Mentert Plaia
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedorman




Memperhatikan:

(a2
b2

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Talon

Pemberian Hibah dan Baniuan Sosial yang bhersuimoes
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (Heries
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 56051

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Taba

2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Invesias
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik indoviess
Tahun 2012 Nomor 754);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoer 64 Tabios

2013  tentang Penerapan  Standar  Akuntans
Pemerirttahan Berbasis Akrual pada Pemenniab
Daerah;

. Peraturan Menteri dalam Negeri Noror G2 1ab .

2017 tentang Pengelompekan Kemampuan heuarizas
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungawais.
Dana Operasional (berita negara Republik Indones
Tahun 2017 Nomor 1067};

2018 tentang Tata Cara Penghitungan., Penganggara:.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral
dan Tertib Administras: Pengajuan, Penvaluran
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Baniia
Keuangan Partai Politik;

25

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 64 Pabare

2020 tentang Pedoman Penvusunan  Arngosen
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggars
2021,

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nenws
2832/XM/Tahun 2020 Tanggal 2% Desember 0o
tentang FEvaluasi Rancangan Peraturan Uaernh
Kabupaten Maros Tentang Anggaran Pendapatan dar
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20217

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Menetapkan

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN .

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

G2

5.

10.

i4.

&,

Daerah adalah Kabupaten Maros.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelengsars
pemerintah daerah vang memimpin pelaksapaan urusar pemenniar .
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupan adalah Bupati Mares.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disinglar D0
adalah Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros

Sekrataris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
Perangkat Daerah Kabupaten Maros adalah unsur pembaniu Supat
dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintaho.
vang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.

Pejabat Pengelcla Keuangan Daerah vang selanjutnva disingkat PP

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah -ooe
mempunvail tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapaiay

dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daevar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnva disirghaa
APBD adaiah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerab oy
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemermntahan Daerah dan PRI
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rancangan kerja dan anggaran Perangkatr daerah vang selarjuivn .
disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah Dokumien Perencanasn
penganggaran yang berisi rencana peridapatan, rencana  Lelaia
program dan kegiatan perangkat daerah serta rencania pembias
sebagal dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daeralh vang selanjuir. .
disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen vang memuas
pendapatan, belanja dan pembiayvaan vang digunakan sebaga: cass
pelaksanaan anggaran oleh pengguna arnggaran.

Pendapatan Ash Daerah vang selanjuinya disingkat PALD adalab
Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungui berdasarkaon
peraturan perundang-undangan.

Dana perimbangan adalah merupakan dana yang bersimher oo
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara vang dialokasikan kepada
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam ranghka pelaksanaan

1 i

o
i

desentralisasi.

Dana Alokasi umum vang selanjutnya disingkar DAU adalab sejurnish
dana vang  dialokasikan kepada setiap  daerah EQTION;
(propinsi/kabupatern/kota} di [ndonesia setiap tahunnya sebagar dar
penibangunain.

Dana Alokasi Khusus vang selanjutinya disingkat DAK adalaly aiohas
dari  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  kepuos
(propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan unTuic mendaiio




kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan
sesual dengan preritas Nasional.

15. Dana Desa adalah dana vang bersumber dari Anggarzn Pendapatay
dan Belanja Negara vang diperuntukan bagi Desa vang ditransier
melalul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/hkois
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemevmianay
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan — dan
pemberdayaan masyarakat.

16. Selisih lebih Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut Silla
{dengan huruf i kecil} adalah sisa Lebih Perhitungan Anggaran. vaii.
selisith lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggararn seisins
satu periode anggaran.

BAB I
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:
. anggaran pendapatan daerah; dan
b. penibiayaan daerah.

Pasal 3

Hesaran Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp.1.472.187.141.284 .00 dengan rincian sebagai berikut :
a. PAD:
pendapatan transfer; dan
¢. lain-iain pendapatan daerah vang sah.

Pasal 4

{1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 haru
direncanakan sebesar Rp. 304.837.004.778.00, vang terdivy atas
a. pajak daerah;

b, retribust daerah;
¢. hasil pengelolaan kekavaan daerah vang di pisahkan; dan
d. lain-lain PAD vang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11 bhuret -
direncanakan sebesar Rp. 166.280.000.000,00 (Seratus bram prilus
Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

(3] Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hures o
direncanakan Rp. 71.512.000.000.00 (Twuh Puluh Saiu Milyar i
Ratus [ua Beias Juta Rupian).

{4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah vang dipisahkar sebagannan:
dimaksud pada avat (1) huruf c di rencanskan  sebesers
Rp.11.911.500.818,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Sebeles i
Lima Ratus Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiahy.




(5)

—
——

(3)

=

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada avat {1} hurul «
di rencanakan sebesar Rp. 55.133.503.960 (Lima Puwlun Lune Miiyor
Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu  Sembilan Raties
Enam Puluh Rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 burod b
direncanakan sebesar Rp1.119.357.426.000.00 (Saitu iriluurn Serov:
Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Lima Pubuh Tupeh Juta Empad Rt
Dusr Puluh Sembilan Ribu Rupich). Yang terdiri atas .

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.055.252.976 000 O (S
Trlyun Lima Puluh Lima Mityar Dua Ratus Lima Puluh Duo ooaio
Sembilan Ratus Tupth Puiuh Enam Ribu Rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud padsa =
(1} hurut b direncanakan sebesar Rp.64.104.453.000.00 (Eruon
Puiih Empat Milyar Seratus Empat Juta Empat Ratus Limo Pubid: Do
Ribu Rupich).

Pasal 6

Laimi-lamm pendapatan dacrah vang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 hurul b direncanakan sebesar Rp.47.992 707 .506.00- {funpc)
Pulvh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Db
Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Rupiahj, vang terdiri atas:
pendapatan hibah;

dana darurat; dan

lain-lain  pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturs:
perundang-undangarn.

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada avar (11 hurat
direncanakan sebesar Rp. 47.992.707.506,00- {Empat Puluh T
Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujul: Ratus Tujad
Ribu Lima Ratus Enam Rupiahj.

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada avat (1) bury!
direnncanakan sebesar Rp.- { -

Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perondang
undangan sebagaimana dimakasud pada avat {1} buruy o«
direncanakan sebesar Rp.- { -

oo

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesuar
Rp.1.475.187.141.284,00, yang terdiri dari atas:

a.
1.
c.

belanja operasi;
belanja modal;
helanja tidak terduga; dan




{2)

S

(2)

helanja transfer.
Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 7 hur
a direncanakan sebesar Rp. 916.125.587 838,00 (Sembilon Mo
Enam Belas Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Deloper
Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delaparn Rupiah), warw
terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa; dan

¢. belanja hibah.

Belanja Pegpawai sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hurof
direncanakan sebesar Rp. 602.915.699.856,00 (Enan Rutws  [he
Mifyor Sembilan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembpiian Pl
Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada avat (1} huru! o
direncanakan sebesar Rp. 309.022.406.867,00 {Tiga Katus Semibilar
Milyor Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Ribu Delaparn Bares
Ernam Puluh Tupuh Rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada avat (11 huru’
direncanakan sebesar Rp. 4.187.481.015.00 (Empat Milyar Sereiic
Delapar puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delopan Pulub Satie Ribw Lo
Beilas Rupiah).

Pasal @

Anggaran belanja modal sebagaimana dirnaksud dalam Pasa! 7 haro!
b direncanakan sebesar Rp. 389.108.764.246,00,-(Tiga Ratus Defwpoa.
Puluhh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tumh feabs
Enam Puluh Empat Ribu Dua Rafus Empat Pulih Enam Rugiahi. «arie
terdiri atas;

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan

e. belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayvat (it hurst o
direncanakan sebesar Rp. 5.417.584.360,00.(Lima Milyar Fmpar Kot
Tupeh Belas Jute Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu T Kot
Enam Puluh Rupiah).

Belania modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pads 2 -
{1} huruf b direncanakan sebesar Rp.53.894.621.194,00 {Lima Friiiels
Tige Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Eram Nalie e
Pulih Satu Ribu Seratus Sembilan Pulith Emprat Rupiaky.

Belanja medal gedung dan bangunan sebagaunana dimaksud pads
ayat (1} hurut ¢ direncanakan sebesar Rp.93.142. 507 04 00
(Sembilan Puluh Tiga Milyor Seratus Empat Puluh Dua Juta L Kot
Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ruge Fil




(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pads
ayat {1} huruf d direncanakan sebesar Rp.229.942 191 .000 {Dua Raius
Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua e
Seraius Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

{6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ava: &
husuf e direncanakan sebesar Rp.6.771.800.000 (Enart Mibpor Tupen
Ratus Tujuh Pulith Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiahj.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam VPasa
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratie
Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

FPasgal 11

(1] Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalan Pasal 7 g
d direncanakan sebesar Rp.167.392.789.200,00 (Seraius Enam it
Tuph Milyar Tiga REatus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Rarus Delopor
Pulun Sembilan Jute Dua Ratus Rupiah) adalah Belanja bantua:
keuangan.

{2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud padar ava’ !
direncanakan sebesar Rp.167.392.789.200.00 {(Seratus Enom Fulie’
Tupeh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juie Tujuh Ratus Delagpes:
Puluh Sembilan Jutn Dua Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiahl. Yang terdiri atas

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

{1} Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalevn
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000. 000 1)
(Sepuluh Milyar Rupiah) adalah Sisa lebih perhitungan anggaray tah
anggaran sehelumnva.

{2} Stsa  lebih perhitungan anggaran tahun anggarar sebelim
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1} direncanuskan  sebesas
Rp.10.000.000.000,00 {Sepuiuh Milyar Rupiah).

Pasal 14

(1} Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalemn

Pasal 12 hurut b direncanakan sebesar Rp.7.000.000 200 00 «Tung,
Milyar Rupiah) adalah Penyertaan modal daerah.




(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada avat (i) horud
b direncanakan sebesair Rp.7.000.000.000,00 (Twuh Milyar Rupaii

Pasal 15

(1) Belisih antara anggaran pendapatan daeraly dengan anggaran belan:
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/{detisit] SO DEsa:
Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).

{2) Pembiayaan neto yvang merupakan selisih penerimaan pembias qan
direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 {Tiga Milyar Rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemeriniiah
Daerah dapat melakukan pengeluaran vang belum  tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu vang ditetaphkan
dalam Peraturan Daerah ini, vang selanjuitnva dimasukkan dalens
perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

{2) Keadaan darurat dilakukan sebagaimana dimaksud pada avar o
meliputi:

a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan /atay
kejadian luar biasa,

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana / prasarana vang dapat menggaiiggu kegiaran
pelayvanan publik.

{3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayvat (1} mehiputs
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masvaraka vane

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

L. belanja daerah vang bersifat mengikat dan belanja vang berata
wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali permerintan davrah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta ameanat perataras
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya vang apabila diunda  akan
nenimbulkan kerugian vang lebih besar bagli pemerintah dae:
dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBID sebagaimana dimaksud dalam Pass
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisabian
dari Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a. Lampiran | Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurst sk
kelompok, jenis, objek dan rincEan  abnen
pendapatarn, belanja dan pembiavaar:

. Lammpiran 11 Ringkasan APBD yang Diklasifikikas:  Menuog
urusan Pemerintahan Dacrah dan Organisas:.

c. Lampiran I Rincian APBD Menurut urusan Pemenntalia:

daerah, Organisasi, Program, Kegiatan., Kkegiaiar
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Sub Kegiatan, kelompok, Jenis, Obijek, dan rincian
Objek Pendapatan, belanja, dan Pembiavaan.
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemeriniaiiar
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta |lusi
dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan sdun
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungs
dalam Kerangka Pengelolaan Keauangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuharn SPM;
Sinkronisasi  Program  pada RPIMD
Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub keguatan
pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBY

derngan

Sinkronisasi Program Prioritas Naswonal dengan
Program Prioritas Daerah:
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Fer

Jabatan;

Daftar Piutang Daerah,;

Penvertaan modal Daerah dan Investast
Lainnya;

Dacvah

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan ‘se
Tetap Daerah Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggarar Sebelumriia
Yang Belum Diselesaikan dan DManggarkan Kembuh
Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan.

Daftar Dana Cadangan ;

Daftar Pinjaman Daerah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima. da
Besaran Hibah;
Daftar Nama Penerima. Alamat Peneritha, oo

Besaran Bantuan Sosial;
Dattar Nama Penerima, Alamat Penerima.
Besaran Bantuan Keuangan bersifas
bersifat khusus;

LEITIULTT

Daftar Nama Penerima, dan Besaran belania
hasil;

Rincian Dana OCtonomi
Pemerintahan Daerah, Urganisas:.
Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok
Rincian Objelk Pendapatan. Belanja dar pembiavae:
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minvak Buni da
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Win ab
dan Gas Bumi Menurut Urusan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, (inek.
Ubjek Pendapatan, Belanja dan Pembiavaan.
Rincian Dana Tambahan Infrastrukiur
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progran
Sub Kegiatan. Akun, Kelompok.

Khusus Menurut  rirse:

et

Sermeriniiaian
Keglatan., Sob
e

ey

I T

Kegiatan,




Objek, dan Rincian Objek Pendapatan. Belanja dan
Pembiayaan; dan

x. Lampiran XXIV Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah habupate
Maros, dengan Program Prioritas Perbatasan Negar:

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggarai
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sebagal landasai
operasional pelaksanaan APBD.

BAB II1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daera!
Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Diundangkan di Maros
pada tanggal

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.H.K.007.170.20




